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ABSTRAK

Harry Purwanto, 201510115086, Analisa Hukum Atas Penetapan Tersangka  
Oleh Polisi Dalam Perkara Pumutusan Hubungan Kerja Oleh Perusahaan Kepada 
Anggota Serikat Pekerja Union Basting (Studi Kasus Putusan Nomor 
740K/Pdt.Sus-PHI  /2015), Jumlah 96 halaman, 2019.

Indonesia adalah negeri dengan persoalan ketenagakerjaan yang dinamis,  contoh 
konkrit dari adanya permasalahan tersebut adalah Putusan Nomor 740K/Pdt.Sus-
PHI/2015 adanya pelaksanaan sp3 oleh pihak kepolisian atas pemutusan 
hubungan kerja perusahaan oleh serikat pekerja, berdasarkan surat ketetapan 
Nomor: 5.Tap/92a /VII/ 2017/Reskrim Kapolres Kerawang menghentikan 
penyidikan tindak pidana atas  nama tersangka Wahyu Mulyandaru, karena pada 
dasarnya upaya pemidanaan, baik dari mekanisme prosedur, pembuatan laporan, 
sampai dengan adanya penindakan, tidak dapat dikaitkan dengan proses hukum 
lainnya yang masih dan atau belum berjalan

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Metode 
penelitian yuridis normatif merupakan suatu penelitian kepustakaan terhadap data 
sekunder.

Kesimpulan Penelitian ini adalah dalam memutuskan perkara ini, yang 
seharusnya sp3 yang dilakukan oleh serikat pekerja kepada Wahyu Mulyandaru 
seharusnya melihat aturana yang sudah di tetapkan oleh pemerintah berdasarkan 
pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2003, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, terdapat ketentuan yang 
mengatur mengenai adanya upaya hukum pidana terhadap tindakan union busting, 
atau pemberangusan serikat pekerja harus dilaksanakan oleh PPNS dari 
Disnakertrans. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004

Kata Kunci: Keadilan, Penetapan Tersangka, Pemutusan Hubungan Kerja, Serikat 
Pekerja.

Pembimbing : 

Yulianto Syahyu.,SH.,MH.       

Nina Zainab, SH.,MH.
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ABSTRACT

Harry Purwanto, 201510115086, Legal Analysis of the Determination of the 
Suspect by the Police in the Case of Termination of Employment by the Company 
to Union Basting Trade Union Members (Case Study of Decision Number 740K / 
Pdt.Sus-PHI / 2015), Total 96 pages, 2019.
.

Indonesia is a country with dynamic labor issues, a concrete example of this 
problem is Decision Number 740K / Pdt.Sus-PHI / 2015 the implementation of 
sp3 by the police on the termination of company employment by unions, based on 
the letter Number: 5.Tap / 92a / VII / 2017 / Reskrim Kerawang police chief 
stopped investigating crimes on behalf of the suspect Wahyu Mulyandaru, 
because basically the criminal prosecution, both from the mechanism of 
procedure, making reports, up to the existence of prosecution, cannot be linked to 
other legal processes that are still not yet running

In this study using juridical-normative research methods. The normative juridical 
research method is a library research on secondary data.

The conclusion of this study is that in deciding this case, what should have been 
sp3 carried out by the union to Wahyu Mulyandaru should have seen the rules set 
by the government based on Law No. 21 of 2000, Law No. 13 of 2003, and Law. 
Law No. 2 of 2004, there are provisions governing the existence of criminal 
remedies against union busting, or the suppression of trade unions must be 
carried out by PPNS from the Manpower Office. Besides that, in Law Number 21 
Year 2000, Law Number 13 Year 2003, and Law Number 2 Year 2004

Keywords: Justice, Determination of Suspects, Termination of Employment, Trade 

Unions.
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MOTTO HIDUP

“ Kesuksesan itu bukanlah suatu hal yang dapat siap dalam semalam. Begitupun 

Ketika kita memikirkan ingin menjadi apa dan seperti siapa. Maka 

bersiaplah untuk menyiapkan diri dari sekarang dalam menyambut sebuah 

kesempatan, karena kesempatan itu TIDAK dating untuk kedua kalinya, 

Cepat RAIH lah kesempatan itu selagi Hayat masih dikandung Badan…. 

SEE YOU ON THE TOP “
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